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PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 10 SMA
TOPIK MATERI TEKS: KEDUDUKAN PANCASILA

II.

PENDAHULUAN

Selamat datang, para peserta didik yang budiman, dalam perjalanan intelektual
kita untuk menggali dan memahami salah satu pilar terpenting dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara kita, yaitu Pancasila. Dalam modul pembelajaran
mendalam ini, kita tidak hanya akan sekadar menghafal butir-butir Pancasila
atau definisi-definisi normatifnya. Lebih dari itu, kita akan menyelami makna
hakiki, implikasi historis, filosofis, serta relevansi kontemporernya, khususnya
terkait dengan "Kedudukan Pancasila" dalam berbagai aspek kehidupan kita.
Pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) mengundang kita untuk
berpikir kritis, menganalisis secara komprehensif, dan menginternalisasi nilai-
nilai Pancasil asehingga ia tidak hanya menjadi pengetahuan di kepala,
melainkan juga menjadi pedoman hidup yang teraktualisasi dalam setiap
perilaku dan keputusan.

Pancasila bukanlah sekadar simbol atau jargon kosong yang kerap kita dengar.
Ia adalah fondasi, arah, dan jiwa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memahami kedudukannya berarti memahami akar identitas kita sebagai bangsa,
memahami arah perjalanan kita ke depan, dan memahami esensi dari cita-cita
luhur para pendiri bangsa. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang
kedudukan Pancasila, kita akan mudah terombang-ambing oleh berbagai arus
ideologi asing, kehilangan arah dalam menghadapi tantangan zaman, dan
mungkin saja tercerabut dari akar kebangsaan kita sendiri. Oleh karena itu, mari
kita persiapkan pikiran dan hati kita untuk menjelajahi setiap dimensi dari
kedudukan Pancasila ini dengan sepenuh hati dan pikiran yang terbuka.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A. Pengertian Dasar Negara

Dasar negara dapat kita pahami sebagai fondasi filosofis, ideologis, dan
normatif yang menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan suatu negara.
Ibarat sebuah bangunan, dasar negara adalah pondasi yang menopang
seluruh struktur di atasnya, menentukan bentuk, kekuatan, dan ketahanan
bangunan tersebut. Tanpa dasar negara yang kokoh, sebuah negara akan
rapuh, mudah goyah, dan kehilangan arah dalam menentukan kebijakan
serta tujuan nasionalnya. Dasar negara berisi nilai-nilai fundamental yang
diyakini kebenarannya, dipegang teguh oleh seluruh rakyat, dan dijadikan
acuan dalam merumuskan tujuan, cita-cita, serta hukum yang berlaku di
negara tersebut. Ia adalah sumber legitimasi bagi kekuasaan negara dan
menjadi perekat bagi keberagaman masyarakatnya.
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Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi yang sangat vital dan
multidimensional, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Fungsi-fungsi
ini menegaskan posisi Pancasila sebagai pilar utama dalam membangun dan
menjaga keutuhan Republik Indonesia.

1.

Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Ini berarti bahwa setiap hukum
yang dibuat, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, maupun bentuk hukum lainnya, tidak boleh bertentangan
dengan nilai-nilai Pancasila. Seluruh sistem hukum di Indonesia harus
bersumber, berpedoman, dan tidak boleh menyimpang dari Pancasila.
Jika ada peraturan perundang-undangan yang substansinya
bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut dapat
dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Kedudukan ini menjadikan
Pancasila sebagai uji materi (judicial review) bagi semua produk hukum,
memastikan bahwa setiap regulasi yang berlaku di Indonesia senantiasa
mencerminkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan
ketuhanan. Ini juga berarti bahwa Pancasila adalah norma dasar
fundamental (grundnorm) yang menjadi tolok ukur keabsahan norma-
norma hukum di bawahnya.

Norma Fundamental Negara

Pancasila adalah norma fundamental negara, atau dalam istilah Hans
Kelsen disebut "grundnorm", yaitu norma dasar yang tidak lagi
dipertanyakan keabsahannya, melainkan menjadi dasar bagi keabsahan
norma-norma hukum lainnya. Ia adalah kaidah pokok yang menjadi
pangkal tolak pembentukan kaidah-kaidah hukum di bawahnya.
Sebagai norma fundamental, Pancasila tidak hanya mengatur tentang
pembentukan hukum, tetapi juga memberikan arah dan tujuan bagi
penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Ia menjadi pedoman bagi
setiap lembaga negara, dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Norma fundamental ini bersifat
imperatif, artinya mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh komponen
bangsa, tanpa terkecuali, demi terwujudnya tujuan nasional yang dicita-
citakan.

Landasan Filosofis dan Ideologis

Pancasila merupakan landasan filosofis karena nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya merupakan hasil perenungan mendalam para
pendiri bangsa tentang hakikat kehidupan bernegara yang ideal bagi
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C.

A.

Indonesia. Nilai-nilai ini, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,
Kerakyatan, dan Keadilan, bukan sekadar konsep kosong, melainkan
cerminan dari kearifan lokal, adat istiadat, dan pandangan hidup bangsa
Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad.
Sebagai landasan ideologis, Pancasila berfungsi sebagai sistem gagasan
dan keyakinan yang memberikan arah dan tujuan bagi bangsa
Indonesia. Ia adalah ideologi terbuka, yang berarti mampu berinteraksi
dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya, mampu
menerima nilai-nilai baru yang positif tanpa mengorbankan nilai-nilai
dasarnya. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pemersatu
bangsa, memberikan identitas, dan menjadi acuan dalam mencapai
cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.

Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara

Implementasi Pancasila sebagai dasar negara terlihat dalam berbagai aspek
kehidupan. Dalam bidang politik, Pancasila menuntut adanya sistem
demokrasi yang berlandaskan musyawarah mufakat, menjunjung tinggi hak
asasi manusia, dan menolak segala bentuk tirani atau otoritarianisme.
Dalam bidang hukum, setiap produk hukum harus mencerminkan keadilan
sosial dan menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa
diskriminasi. Dalam bidang ekonomi, Pancasila mengamanatkan sistem
ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan, bukan
kapitalisme murni atau etatisme yang mengekang. Dalam bidang sosial
budaya, Pancasila mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis,
toleran, dan menghargai keberagaman, serta melestarikan nilai-nilai luhur
budaya bangsa. Singkatnya, Pancasila harus termanifestasi dalam setiap
kebijakan publik, setiap keputusan pemerintah, dan setiap tindakan aparat
negara, sehingga negara benar-benar hadir untuk melayani dan melindungi
seluruh rakyat Indonesia.

ITII. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

Pengertian Pandangan Hidup

Pandangan hidup, atau yang sering juga disebut Weltanschauung dalam
bahasa Jerman, adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan
dijadikan pedoman serta arah bagi setiap individu maupun kelompok dalam
menjalani kehidupan. Ia mencakup sistem keyakinan, nilai-nilai moral, etika,
dan norma-norma yang membimbing cara berpikir, bersikap, dan bertindak.
Sebuah pandangan hidup yang kuat akan memberikan makna, tujuan, dan
motivasi dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Bagi suatu bangsa,
pandangan hidup adalah cerminan dari jati diri, karakter, dan tujuan kolektif
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yang ingin dicapai. Ia menjadi filter untuk menyaring pengaruh-pengaruh
dari luar dan menjadi kompas untuk menentukan arah perjalanan bangsa.

Dimensi Nilai-nilai Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti bahwa nilai-
nilai yang terkandung dalam kelima silanya telah diyakini dan dihayati oleh
sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai nilai-nilai yang paling tepat
dan luhur untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan pribadi,
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini mengajarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa
yang berketuhanan. Ini bukan berarti hanya mengakui adanya Tuhan,
tetapi juga mengimplikasikan keyakinan terhadap eksistensi Tuhan
Yang Maha Esa dan ketaatan terhadap ajaran-ajaran-Nya sesuai
dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai ini mendorong
kita untuk mengembangkan toleransi antarumat beragama,
menghormati kebebasan beribadah, dan tidak memaksakan suatu
agama atau kepercayaan kepada orang lain. Keimanan dan ketakwaan
menjadi dasar moral bagi setiap individu, membentuk karakter yang
jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Dalam konteks sosial, nilai
Ketuhanan memupuk semangat persaudaraan dan kepedulian, karena
semua manusia diyakini sebagai ciptaan Tuhan yang harus saling
mengasihi dan menghormati.

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua ini menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap
harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang setara,
tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Keadilan berarti
memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa
diskriminasi. Beradab berarti memiliki sopan santun, etika, dan moral
yang tinggi dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan
lingkungannya. Nilai ini menuntut kita untuk menjunjung tinggi hak
asasi manusia, menolak segala bentuk penindasan dan perbudakan,
serta mengembangkan sikap tenggang rasa dan solidaritas. Ia
mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita
ingin diperlakukan, dengan penuh hormat dan kasih sayang, serta
berani membela kebenaran dan keadilan.

3. Nilai Persatuan Indonesia
Sila ketiga ini menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan
bahasa. Persatuan tidak berarti penyeragaman, melainkan kemampuan
untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam perbedaan,
mengikatkan diri dalam satu identitas nasional. Nilai ini mendorong kita
untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban demi keutuhan
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NKRI, dan mengembangkan rasa cinta tanah air. Sikap patriotisme,
nasionalisme, dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia harus terus
dipupuk. Ancaman terhadap persatuan, baik dari dalam maupun luar,
harus dihadapi dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Sila keempat ini merupakan inti dari sistem demokrasi Pancasila.
Kerakyatan berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Hikmat
kebijaksanaan mengacu pada penggunaan akal sehat, hati nurani, dan
pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan.
Permusyawaratan berarti proses pembahasan untuk mencapai mufakat
secara bersama-sama, dengan mengedepankan kepentingan umum.
Perwakilan berarti adanya lembaga-lembaga yang mewakili suara
rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Nilai ini menuntut kita
untuk menghargai perbedaan pendapat, menyelesaikan masalah
melalui dialog dan konsensus, serta menghindari sikap otoriter atau
anarkis. Setiap keputusan harus diambil dengan bijaksana,
mempertimbangkan aspirasi rakyat, dan demi kebaikan bersama.

5. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima ini menjadi tujuan akhir dari seluruh perjuangan bangsa
Indonesia. Keadilan sosial berarti terwujudnya pemerataan
kesejahteraan, kesempatan, dan perlakuan yang adil bagi seluruh
lapisan masyarakat, tanpa ada yang tertinggal atau terpinggirkan. Nilai
ini  menuntut negara untuk aktif menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya secara
penuh, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan
kehidupan yang layak. Ia juga mendorong kita untuk memiliki rasa
empati terhadap sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan
berjuang bersama untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.
Gotong royong dan semangat berbagi menjadi kunci dalam
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

C. Pancasila sebagai Cita-cita Moral Bangsa

Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga merupakan cita-cita moral
bangsa. Artinya, nilai-nilai Pancasila menjadi standar etika dan moral yang
ingin dicapai dan diwujudkan dalam setiap perilaku individu dan kehidupan
kolektif bangsa. Ia menjadi kompas moral yang membimbing kita untuk
membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan
mana yang buruk, dalam konteks keindonesiaan. Pancasila mendorong kita
untuk menjadi pribadi yang beriman, berperikemanusiaan, bersatu,
demokratis, dan peduli terhadap keadilan sosial. Cita-cita moral ini harus
terus diperjuangkan dan diaktualisasikan dalam setiap zaman, menghadapi
berbagai tantangan dan perubahan, agar Pancasila tetap relevan dan
menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus bangsa.
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IV. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

A. Pengertian Ideologi

Ideologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu "idea" yang
berarti gagasan atau konsep, dan "logos" yang berarti ilmu. Jadi, ideologi
dapat diartikan sebagai ilmu tentang gagasan-gagasan atau ajaran-ajaran.
Dalam konteks kenegaraan, ideologi adalah suatu sistem gagasan,
keyakinan, nilai-nilai, dan cita-cita yang menyeluruh dan sistematis, yang
memberikan arah dan tujuan bagi suatu bangsa dan negara. Ideologi
berfungsi sebagai penuntun dalam merumuskan kebijakan, memaobilisasi
dukungan rakyat, dan menjaga keutuhan identitas nasional. Ia memberikan
kerangka berpikir dan bertindak bagi setiap warga negara, serta menjadi
pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Ideologi yang kuat
akan mampu mempersatukan rakyat, memberikan legitimasi bagi
kekuasaan, dan menjadi sumber motivasi dalam mencapai tujuan bersama.

Dimensi Ideologi Pancasila

Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki keunikan dan kekuatan
tersendiri yang membedakannya dari ideologi-ideologi lain di dunia.
Keunikan ini terletak pada tiga dimensi utamanya: realitas, idealitas, dan
fleksibilitas.

1. Dimensi Realitas

Dimensi realitas Pancasila berarti bahwa nilai-nilai dasar yang
terkandung dalam Pancasila secara inheren telah ada dan hidup dalam
realitas sosial, budaya, dan religius masyarakat Indonesia jauh sebelum
Pancasila dirumuskan. Nilai-nilai seperti ketuhanan, gotong royong,
musyawarah, kekeluargaan, dan keadilan telah menjadi bagian tak
terpisahkan dari kearifan lokal, adat istiadat, dan pandangan hidup
berbagai suku bangsa di Nusantara. Pancasila bukanlah ideologi impor
yang dipaksakan, melainkan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah
mengakar kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Dimensi realitas ini
menjadikan Pancasila sangat relevan, mudah diterima, dan memiliki
daya tahan yang kuat karena ia tumbuh dari bumi Indonesia sendiri. Ia
mencerminkan identitas asli bangsa, bukan sekadar konstruksi teoritis
yang abstrak.

2. Dimensi Idealitas
Dimensi idealitas Pancasila berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila
mengandung cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia.
Meskipun berakar pada realitas, Pancasila tidak berhenti pada apa yang
sudah ada, melainkan juga menyajikan visi masa depan yang lebih baik.
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Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan
Keadilan Sosial adalah ideal-ideal luhur yang senantiasa menjadi tujuan
dan arah perjuangan bangsa. Cita-cita untuk mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah manifestasi dari
dimensi idealitas ini. Pancasila memberikan harapan, inspirasi, dan
motivasi bagi seluruh rakyat untuk terus berupaya mencapai kondisi
masyarakat yang lebih baik, di mana keadilan, kemanusiaan, dan
kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Ia adalah
bintang penunjuk arah dalam perjalanan panjang bangsa.

3. Dimensi Fleksibilitas

Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan Pancasila
menunjukkan bahwa ideologi ini bersifat terbuka dan mampu
berinteraksi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.
Pancasila bukanlah ideologi dogmatis yang kaku dan tertutup,
melainkan memiliki kemampuan untuk menafsirkan nilai-nilai dasarnya
secara kontekstual sesuai dengan tantangan dan dinamika masyarakat.
Meskipun nilai-nilai dasarnya bersifat tetap, implementasinya dapat
disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dimensi ini
memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan, adaptif, dan mampu
memberikan solusi terhadap berbagai persoalan baru yang muncul.
Fleksibilitas Pancasila juga berarti bahwa ia mampu menerima nilai-nilai
baru yang positif dari luar, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai
dasarnya, sehingga Pancasila tetap dinamis dan tidak ketinggalan
zaman. Inilah yang membedakan Pancasila dari ideologi-ideologi
totaliter yang cenderung kaku dan menolak perubahan.

C. Perbandingan Pancasila dengan Ideologi Lain

Secara implisit, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi
sangat menonjol ketika kita membandingkannya dengan ideologi-ideologi
besar lainnya di dunia. Misalnya, dibandingkan dengan liberalisme yang
terlalu menekankan kebebasan individu hingga mengabaikan kepentingan
komunal, Pancasila dengan sila Kemanusiaan dan Keadilan Sosialnya
menyeimbangkan antara hak individu dan kewajiban sosial. Dibandingkan
dengan komunisme yang menolak keberadaan Tuhan dan cenderung
totaliter, Pancasila dengan sila Ketuhanan dan Kerakyatannya menjunjung
tinggi pluralitas agama dan demokrasi. Pancasila menghindari ekstremisme
kanan maupun kiri, mencari jalan tengah yang harmonis, toleran, dan
inklusif. Ia adalah ideologi yang merangkul keberagaman, mengedepankan
musyawarah, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya,
bukan hanya segelintir kelompok. Kedudukannya sebagai ideologi yang khas
Indonesia, yang lahir dari kearifan lokal, menjadikannya pilihan terbaik dan
tak tergantikan bagi bangsa ini.
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V. PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM (SUMBER TERTIB
HUKUM)

A. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila menempati puncak hierarki
peraturan perundang-undangan. Hal ini secara eksplisit diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019. Meskipun Pancasila tidak secara langsung disebut
sebagai jenis peraturan perundang-undangan, namun ia adalah sumber dari
segala sumber hukum negara, yang menjadi pedoman dan dasar bagi
semua peraturan di bawahnya. Hierarki ini menunjukkan bahwa UUD 1945,
Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah
Provinsi, hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, harus bersumber dan
tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

B. Implikasi Pancasila sebagai Sumber Hukum

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki
implikasi yang sangat mendalam dan luas. Pertama, ia menjamin konsistensi
dan integritas sistem hukum nasional. Semua peraturan hukum harus
memiliki benang merah yang sama, yaitu nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak
terjadi tumpang tindih atau kontradiksi yang merugikan keadilan. Kedua,
Pancasila berfungsi sebagai penguji (test case) bagi keberlakuan dan
keabsahan suatu peraturan hukum. Jika ada peraturan yang substansinya
jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut dapat
digugat di Mahkamah Konstitusi (untuk UU) atau Mahkamah Agung (untuk
peraturan di bawah UU) dan berpotensi dibatalkan. Ketiga, Pancasila
memberikan arah dan semangat bagi pembentukan hukum. Setiap
perumusan undang-undang atau peraturan harus didasarkan pada
semangat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan
Sosial, bukan semata-mata kepentingan politik atau ekonomi kelompok
tertentu. Dengan demikian, Pancasila memastikan bahwa hukum di
Indonesia tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga berkeadilan dan
bermoral.

VI. PANCASILA SEBAGAI JIWA DAN KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA

A. Pengertian Jiwa Bangsa

Jiwa bangsa dapat diartikan sebagai semangat, karakteristik fundamental,
dan inti terdalam dari identitas suatu kolektivitas manusia yang membentuk
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sebuah bangsa. Ia adalah esensi yang memberikan kehidupan dan arah bagi
bangsa tersebut, membedakannya dari bangsa lain. Jiwa bangsa terbentuk
melalui sejarah panjang, perjuangan, pengalaman kolektif, serta nilai-nilai
luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jiwa ini memberikan
kekuatan moral, daya tahan, dan semangat untuk terus berjuang mencapai
cita-cita bersama. Pancasila, dengan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan,
Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, telah terbukti menjadi jiwa yang
menggerakkan perjuangan kemerdekaan dan menjadi perekat bagi
keberagaman bangsa Indonesia.

Pengertian Kepribadian Bangsa

Kepribadian bangsa adalah ciri khas, sifat-sifat unik, dan watak yang
membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia.
Kepribadian ini terbentuk dari akumulasi nilai-nilai budaya, adat istiadat,
tradisi, dan pandangan hidup yang dianut secara kolektif. Ia tercermin
dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat Indonesia dalam
berbagai aspek kehidupan. Pancasila, sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur
bangsa, telah membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang religius,
humanis, menjunjung tinggi persatuan, demokratis, serta peduli terhadap
keadilan sosial. Kepribadian ini terlihat dalam semangat gotong royong,
musyawarah untuk mufakat, toleransi, keramah-tamahan, dan sikap hormat
terhadap sesama.

Manifestasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Kedudukan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa termanifestasi
dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita
melihatnya dalam praktik gotong royong di lingkungan masyarakat, sikap
toleransi antarumat beragama, semangat kebersamaan dalam menghadapi
bencana, serta musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Dalam konteks
bernegara, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa tercermin dalam
konstitusi kita, sistem demokrasi yang mengedepankan musyawarah,
kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil, serta
upaya-upaya menjaga keutuhan NKRI. Ia adalah filter yang menyaring nilai-
nilai asing, memastikan bahwa apa pun yang masuk ke Indonesia tetap
sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Pancasila memberikan identitas
yang kuat, sehingga bangsa Indonesia tidak mudah kehilangan arah di
tengah arus globalisasi yang masif.

VII. PANCASILA SEBAGAI CITA-CITA DAN TUJUAN BANGSA INDONESIA

A. Pembukaan UUD 1945 sebagai Manifestasi Cita-cita

Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia secara jelas dan tegas termaktub
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

9




Masnun suaedi

1945. Pembukaan UUD 1945, yang merupakan pokok kaidah fundamental
negara, memuat empat alinea yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan.
Alinea pertama hingga ketiga menjelaskan tentang kemerdekaan sebagai
hak segala bangsa, perjuangan kemerdekaan, dan berkat rahmat Allah Yang
Maha Kuasa. Sementara itu, alinea keempat secara eksplisit merumuskan
cita-cita dan tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia,
yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seluruh tujuan ini,
pada dasarnya, adalah manifestasi konkret dari nilai-nilai Pancasila.
Pancasila memberikan roh dan arah bagi tercapainya tujuan-tujuan luhur
tersebut.

Pancasila sebagai Arah Pembangunan Nasional

Sebagai cita-cita dan tujuan, Pancasila menjadi penunjuk arah bagi seluruh
proses pembangunan nasional di Indonesia. Setiap program pembangunan,
baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun
keamanan, harus selalu berorientasi pada pencapaian tujuan nasional yang
berlandaskan Pancasila. Pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada
pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus juga memperhatikan aspek
pemerataan, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang berkarakter Pancasila. Pancasila
memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bersifat holistik,
berkelanjutan, dan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan
hanya untuk segelintir elite atau golongan. Ia adalah kompas yang
mengarahkan setiap langkah pembangunan agar tidak menyimpang dari rel
cita-cita luhur bangsa.

VIII.PANCASILA SEBAGAI PERJANJIAN LUHUR BANGSA INDONESIA

A. Proses Lahirnya Pancasila

Pancasila tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses sejarah yang
panjang, perdebatan yang mendalam, dan perenungan yang bijaksana oleh
para pendiri bangsa. Sejak masa persidangan Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tahun 1945, berbagai usulan
mengenai dasar negara diajukan, termasuk oleh Ir. Soekarno, Mr.
Mohammad Yamin, dan Mr. Soepomo. Setelah melalui proses musyawarah
yang intensif, dengan melibatkan berbagai golongan dan pemikiran, kelima
sila Pancasila akhirnya disepakati. Proses ini menunjukkan bahwa Pancasila
adalah hasil dari konsensus nasional, kesepakatan bersama, dan kompromi
yang luhur di antara para tokoh bangsa yang memiliki latar belakang
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berbeda-beda namun memiliki satu visi, yaitu Indonesia merdeka yang
bersatu dan berdaulat.

Makna Kesepakatan Lintas Generasi

Kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa mengandung makna
bahwa Pancasila adalah kesepakatan fundamental yang telah disetujui oleh
seluruh komponen bangsa pada saat pendirian negara. Perjanjian luhur ini
tidak hanya mengikat generasi pada masa kemerdekaan, tetapi juga
mengikat seluruh generasi penerus bangsa hingga kini dan di masa yang
akan datang. Setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga,
mengamalkan, dan melestarikan Pancasila sebagai warisan tak ternilai. Ini
berarti bahwa Pancasila tidak boleh diubah atau diganti dengan ideologi lain,
karena hal tersebut sama saja dengan membubarkan perjanjian dasar yang
telah mengikat bangsa Indonesia. Kesepakatan luhur ini menjadi dasar
legitimasi bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
menjadi landasan bagi persatuan seluruh rakyat Indonesia dalam
keberagaman. Ia adalah simpul pengikat yang tak boleh terurai.

IX. TANTANGAN DAN PENGUATAN KEDUDUKAN PANCASILA DI ERA
KONTEMPORER

A. Tantangan Internal dan Eksternal

Meskipun memiliki kedudukan yang sangat fundamental, Pancasila
senantiasa dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari dalam maupun
luar negeri. Tantangan internal meliputi munculnya paham-paham
radikalisme dan ekstremisme, baik yang berlandaskan agama maupun
ideologi lain, yang berupaya mengganti Pancasila. Korupsi yang merajalela
juga mengikis kepercayaan publik terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Selain
itu, kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih terjadi dapat memicu
disintegrasi bangsa. Dari sisi eksternal, globalisasi yang membawa masuk
berbagai ideologi asing, baik liberalisme, kapitalisme, maupun komunisme,
tanpa filter yang kuat dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Perkembangan
teknologi informasi yang pesat juga menjadi tantangan, di mana hoaks dan
ujaran kebencian mudah tersebar dan berpotensi memecah belah bangsa.

B. Strategi Penguatan Kedudukan Pancasila

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, penguatan kedudukan
Pancasila menjadi sebuah keniscayaan. Strategi penguatan ini harus
dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh semua pihak.
Pertama, melalui pendidikan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila sejak dini,
mulai dari keluarga, sekolah, hingga perguruan tinggi, dengan metode yang
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relevan dan menarik bagi generasi muda. Pendidikan harus mendorong
pemahaman yang mendalam, bukan sekadar hafalan. Kedua, penegakan
hukum yang konsisten dan adil terhadap setiap pelanggaran yang
mengancam kedudukan Pancasila dan keutuhan NKRI. Ketiga, aktualisasi
nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan publik dan tindakan pemerintah,
sehingga rakyat merasakan kehadiran negara yang Pancasilais. Keempat,
mengembangkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis di kalangan
masyarakat untuk menangkal hoaks dan paham radikal. Kelima, penguatan
peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan
dalam menyebarkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan upaya-
upaya ini, diharapkan Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara di atas
kertas, tetapi benar-benar hidup dan bersemayam dalam sanubari setiap
warga negara Indonesia.

PENUTUP

Para peserta didik yang saya banggakan, kita telah menelusuri berbagai dimensi
dari kedudukan Pancasila, mulai dari posisinya sebagai dasar negara,
pandangan hidup, ideologi, sumber hukum, jiwa dan kepribadian bangsa, cita-
cita, hingga perjanjian luhur. Setiap dimensi ini saling menguatkan dan
membentuk satu kesatuan yang utuh, menegaskan bahwa Pancasila adalah pilar
tak tergantikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendekatan pembelajaran mendalam yang kita gunakan dalam memahami topik
ini diharapkan tidak hanya memperkaya pengetahuan kognitif Anda, tetapi juga
mengasah kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap peran Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, tujuan utama dari
pembelajaran ini adalah agar Anda semua dapat menginternalisasi nilai-nilai
Pancasila, menjadikannya sebagai pedoman moral dan etika dalam setiap
langkah kehidupan.

Pancasila bukanlah sekadar warisan masa lalu yang harus dihafal, melainkan
juga bekal masa depan yang harus diaktualisasikan. Tantangan zaman akan
terus datang silih berganti, namun dengan berpegang teguh pada Pancasila, kita
memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapinya. Mari kita jadikan Pancasila
sebagai obor penerang jalan, kompas penunjuk arah, dan perekat persatuan
dalam membangun Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat.
Ingatlah, masa depan bangsa ini ada di tangan Anda, para generasi penerus
yang berkarakter Pancasila. Teruslah belajar, berkarya, dan berbakti untuk
negeri tercinta.

12




